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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah
ditetapkan lebih dari satu tahun yang lalu, namun kasus-kasus mengenai kekerasan seksual
di tahun 2023 masih tetap marak terjadi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelindungan hukum dan rencana aksi pemerintah terhadap tindak pidana kekerasan seksual.
Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitiaan hukum secara normatif. Bentuk
pelindungan korban kekerasan seksual dalam undang- undang ini dijelaskan pada pasal 26
ayat (1) yaitu “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan”. Dalam rangka rencana aksi Pemerintah akan membentuk paling
tidak 7 (tujuh) peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan penulisan hukum yang telah dilakukan,
penulis menyimpulkan bahwa pelindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur lebih rinci terkait pelindungan

terhadap Korban Kekerasan Seksual.



ABSTRACT
Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence was enacted more than a year
ago, but cases of sexual violence in 2023 are still rampant. This research aims to determine legal
protection and government action plans against criminal acts of sexual violence. This type of legal
research is normative legal research. The form of protection for victims of sexual violence in this
law is explained in Article 26 paragraph (1), which writes ""Victims can be accompanied by a
Companion at all levels of examination in the judicial process™. In the context of the action plan,
the Government will form at least 7 (seven) derivative regulations from Law Number 12 of 2022
concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the legal writing that has been done, the author
concludes that the protection of victims of sexual violence in the Sexual Violence Crime Law

regulates in more detail the protection of victims of sexual violence.
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